
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

DЁNCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ЁSA

Menimbang

BUPATI MAGETAN,

bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa

serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu menetapkan
Feraturarr Bupati tenteng Tata Caia Fembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten
Magetan Tahun 2016;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan lcmbaran Negara Rcpublik Indsnesia Nomsr
s495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Mengingat



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undaag-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peratural Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 1"111,

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahwn

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

88, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Menetapkan

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20O8

Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daeralr Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4O);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015

Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalaln Peraturan ini yang dimaksud dengan:

l  Bupad adalah Bupad Magetan.

2.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan
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3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

dan pengeluaran anggaran selama satu periode

an8garan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten

Magetan Tahun 2016.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasa1 3

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun

Anggaran 2016 sebagattnana dimaksud dalam Pasa1 2,
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dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten

dibagi jumlah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

irv = [(0,25 x Zll + (0,35 x 22) + (O,IO x 23) + (O,3O x Z\l x
(DDkab/ kota - ADkab/kota)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

dan tingkat kesulitan geogralis Desa setiap

kabupaten/kota

ZL = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa nasional

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap

total penduduk miskin Desa nasional
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23 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa nasional

24 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG

kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan
jumlah Desa dalam kabupaten/ kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geogralis Desa sebaqaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.

BAB III

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 2 sebagaimana tercantum dalam La.mpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
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hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas

Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan April sebesar 40%" (empat puluh

perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh

perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 2O%" (dua puluh

perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:

a. peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( ) disampaikan kepada Bupati
melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana

Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat paling lambat
minggu kedua bulan Juli, dengan ketentuan Dana Desa

Tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50 7o

(limapuluh per seratus).

(7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepata

Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Camat
paling lambat minggu kedua bulan September, dengan

ketentuan Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah
digunakan paling kurang sebesar 5O % (limapuluh per
seratus).

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

PENGELOLAAN DANA DESA
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Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang

ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah TerLinggal,

dan Transmigrasi.

Pasal l1

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam masa I (satu) tahun anggaran

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

Pasal 12

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebegaimzura dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat pengesahan oleh Selaetaris Desa atas

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum ra.ncangan

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

(PPh) dan pajak lainnya, w4lib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi penggunaan

Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
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1 2 3

59 CANDIRE」 O 598.183.000

60 BARON 600。 418.000

61 PURWOSARI 611.040.000

VII KECmATAN PLAOSAN 7.987。 734。000
62 NGANCAR 605.654.000

63 PLUMPUNG 621.624.000

64 PUNTUKDORO 619。 967.000

65 BULUGUNUNG 614.033.000

66 BOGOARUM 604.870.000

67 RANDUGEDE 605.019.000

68 SUMBERAGUNG 601.932.000

69 NITIKAN 598.442.000

70 SIDOMUKTI 622.792.000

71 BULUHAR」O 622.195.000
72 DADI 612.049.000
73 PACALAN 642.339.000

74 SENDANGAGUNG 616.818.000

VIII KECAMATAN PANEKm 10。 041。224.000
75 TERUNG 606.053.000
76 CEPOKO 611.756.000
77 MILANGASRI 619.819.000
78 WATES 630.089。 000
79 SIDOWAYAH 652.217.000
80 TAN」UNGSARI 615.526.000
81

82

SUMBERDODOL 617.271.000

MANJUNG 613.270。 000
83 TAPAK 615.853.000

84 SUKOWIDI 625.829.000
85 BEDAGUNG 663.865.000
86 NGILIRAN 654.069.000

87 JABUNG 622.370.000

88 RШOMuLY0 601.296.000

89 TURI 654.519.000
90 BAN」AREJO 637.422.000
Ⅸ KECAMATAN SUKOMORO

7。 778。691。000
91 KALANGKETI 589.522.000

92 TAMANAN 598.865.000
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2 3

93 TAMBAKMAS 597.872.000

94 BANDAR 592.805,000

95 BIBIS 597.250.000

96 SUKOMORO 596.388.000

97 BULU 596.783.000

98 PO」OKSARI 615。 363.000

99 KEDUNGGUWO 596.828.000

100 KEMBANGAN 609.292.000

101 KENTANGAN 604.642.000

102 BOGEM 589。 114.000

103 TRUNENG 593.967.000

X XECAMATtt BENDO 9。 144。 394。000
104 DUKUH 603.470.000

105 BELOTAN 626.377.000

106 PINGKUK 643.668.000

107 TANJUNG 618.120.000

108 TEGALARUM 598.893.000

109 BULAK 607.905。 000
110 KINANDANG 602.391.000

111 SOCO 613.389.000

112 LEMAHBANG 600。 580.000
113 KLEDOKAN 599.589.000

114 CARIKAN 596.949.000

115 BULUGLEDEG 591.234.000

116 DUWET 612.733.000

117 SETREN 639.815.000

118 KLECO 589.281.000

XI KEC― TAN MAOSPATI 7.367。653。000
119 SUGIHWARAS 625.365.000

120 TAN」UNGSEPREH 618.555.000

121 GULUN 636.584.000

122 MALANG 600。 721.000

123 KLAGENGAMBIRAN 643.856.000

124 PANDEYAN 601.386.000

125 SURATMA」 AN 601.966.000

126 RONOWI」AYAN 596.367.000

127 NGU」UNG 608。 133.000
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2 3

128 SUMBER□ 0 625.376.000

129 PESU 606。 319.000

130 SEMPOL 603.025.000

XII KECAMATAN BARAT 7。306.146。000
131 BOGOR関 0 616.299.000

132 BANJARE」O 596.595.000

133 KARANGSONO 606。 323.000

134 PURWODADI 608.635.000

135 MAN」UNG 611.547.000

136 NGUMPUL 600.620.000

137 PANGGUNG 612.027.000

138 BLARAN 631.194.000

139 」ONGGRANG 603.192.000

140 RE」OMULY0 595.202.000
141 BANGUNASRI 605。 585.000
142 KLAGEN 618。 927.000
XIII KECAMATAN K― Gu0 6。681.876。000
143 MANTREN 606.289。 000
144

145

GONDANG 590。 155.000
SAMBEREMBE 605。 213.000

146

147

PATIHAN 623.651.000
PELEM 620.754.000

148

149

150

151

152

153

BALUK 621.088.000
GEBYOG

625。 629.000
MARON 587.840.000
PRAMPELAN 597.097.000

GRABAHAN 596。 424.000
KAUMAN 607.736.000

XIV

154

155

156

KEC― Tm― s 6.804。897.000
KARAS 635.035.000
SOBONTORO 640。 847.000
SUMURSONGO 626.431.000

157

158

159

TA」 I 606.067.000
KUWON 629。 356.000
」UNGKE 597.620.000

160

161

TEMBORO 624.821.000

TEMENGGUNGAN 598.433.000
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162 GEPLAK 614.825.000

163 BOTOK 604.025.000

164 GINUK 627.437.000

XV KECAMATAN KARTOHARJO 7.212.214.000

165 KARTOHAR」 O 613.410,000

166 MRAHU 600。 705.000

167 KLURAHAN 588.819.000

168 PENCOL 600。 392.000

169 SUKOWIDI 603.127.000

170 NGELANG 598.335.000

171 」AJAR 596.616.000

172 GUNUNGAN 604.547.000

173 」ERUK 602.230.000

174 BAYEM WETAN 598。 742.000

175 BAYEM TAMAN 598。 878.000
176 KARANGMO」 O 606.413.000

XVI KECAMATAN NGRBOY0 7.489。340.000
177 SELOTINATAH 730。 753.000

178 PENDEM 607.449.000

179 BANGSRI 609.682.000

180 SELOPANGGUNG 609.632.000

181 SUMBERDUKUN 594.478.000

182 BALEASRI 619.159.000

183 BALEGONDO 622.966.000
184 NGARIBOY0 621.736.000

185 MOJOPURNO 615.249.000
186 BANYUDONO 627.033.000
187 BAN」ARPANJANG 612.506.000
188

】【ヽ′II

BANJAREkIO 618.697.000

KEC― TN NGUNTORONADI 5。463。829.000
189 SUKOWIDI 605.432.000
190 SEMEN 598.498.000
191

192

193

GORANGGARENG 599.610.000
PETUNGRE」 O 601.923.000
NGUNTORONADI 620。 174.000

194

195

SIMBATAN 601.427.000

PURWORШ 0 603。 917.000
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196 KENONGOMULY0 598.216.000

197 DRⅣORШ 0 634.632.000

XVIII KEC― TAN SIDOu0 6。 161.717。 000

198 SAMBIROBYONG 608.254.000

199 CAMPURSARI 608.230.000

200 KALANG 626.296.000

201 DURENAN 606.433.000

202 SIDORE」O 612.703.000

203 GETASANYAR 636.077.000

204 SIDOMULY0 632.837.000

205 SUMBERSAWIT 624.187.000

206 SIDOKERTO 598.632.000

207 WIDOROKANDANG 608.068.000

JUMLAH TOTAL 127.243。 618。000

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM

Tingkat I

1995032002輪
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